- PERATURAN GUBERNUR SULAWEST TENGGARA
NOMOR: 55 TAHUN 2009
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TATA CARA, PERSYARATAN DAN PENILA‘IAN PERMOHONAN IZIN
: PEMASUKAN DAN PENGGUNAAN PERALATAN
© . UNTUK KEGIATAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (TPK)
: P&DA ARE&L PENGGUNAAN LAIN (API.) { KAWASAN BUDIDAYA NON

| oeacm RAHMAT TUMAN YANG MAHA ESA
 GUBERNUR SULAWEST TENGGARA,

- Menimbang i a. bahwa untuk mefaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (2)
o Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-
11/2007 tentang lzin Peralatan Untuk Kegiatan 1zin Usaha
S ~ Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (JUPHHK) Pada Hutan
3 . ' _ . Alam atau Kegiatan lzin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau
N o - 'Hasil Lelang mengamanatkan bahwa Tata Cara,
Persyaratan, Penilalan Permohonan Izin Pemasukan - dan
Penggunaan Peralatan bagl pemegang Izin Peralatan

diatur oleh Gubernur;

b. bahwa pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dalam
. melaksanakan kegiatannya dapat berdampak lingkungan,
“.soslal dan ekonomi secara regiondl = sehingga periu
. didukung dengan suatu kebijakan dalam rangka
~pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendanan

~ sesuai Peraturan Perundang-undangan;
'¢c. balwwa - ‘berdasarkan pertimbangan sebaga:mana
.amk‘sud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka
menetapkan Peraturan  Gubemur  Sulawes
Tenggara tentang “TataCara, Persyaratan dan Peniaian
. - Permohonan 1zin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan
) untuk Keglatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal
Penggunaan Llain (APL) / Kawasan Budidaya Non

Kehutanan (KBNK).

366 367



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawes! Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang
Nomior 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah
. Tingkat I Sulawesl Utaro-Tengah dan Daerah Tingkat I

- Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 1964 Nomor ‘94, Tambahan Lembaran
" Negara Repubilk Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor $ Tahun 1990 tentang Konservasl
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
‘Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1990 Nomor 49,

- Tambahan Lembaran Negara Repubuk Indonesia Nomor
3419); -

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 bentang
Pengelolzan Uingkungan Hiklup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Norior 3699); '

4, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penggganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi
‘Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

" Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
‘Republik Indonesia Nomor4412), -

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan- Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesla Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
- Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
" tefah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

 ‘Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Repubilk Indonesla Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang
Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4207); sebagaimana tefah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2007 (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2007

- Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4776);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran
‘Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

.'8.‘ Peraturan Pemérintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,

‘serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesla Nomor 4696); sebagaimana

- tefah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3

- Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan tembaran Negara
Repubﬂk Indonesia Nomor 4814);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan. Pemerintahan Antara Pemefintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

10.Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 - tentang

Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai;

11.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor - P.18/Menhut-
1172007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan,
‘Pemungutan, dan Pembayaran Provisl Sumber Daya
Hutan{PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);

‘12.Peraturan  Menteri Kehutanan -Nomor P.54/Menhut-

1172007 tentang 12in Peralatan Untuk Keglatan Izin Usaha
Pemanfaatan Hasll Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan
Alam Atay Kegiatan izln Pemanfaatan Kayu (IPK) Atau
Hasit Lelang;

13.Peraturan Menheri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-11/2008
tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriterla Pemberian
lin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan Untuk
Kegiatan 1zin Pemanfaatan Kayu (IPK);
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14.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 531/Kpts-11/1995

tentang Pelaksanaan  Penjualan, Pemillkan dan
Penggunaan:Gergaji Rantai,
15.Keputusan Menteri - Kehutanan Nomor 382/Menhut-
1172004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
- MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN  GUBERNUR TENTANG TATA  CARA,

PERSYARATAN DAN PENILAIAN PERMOHONAN  IZIN
PEMASUKAN DAN < PENGGUNAAN . PERALATAN UNTUK
KEGIATAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) PADA AREAL
- PENGGUNAAN LAIN (APL) / KAWASAN BUDIDAYA NON
: KEHUT AMN (KBNK)

O pasl
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Provlnsi Sulawesi Tenggara

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Gubernur adalah Gubernur Sufawesi Tenggara.

Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi

Tenggars.

5. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjumya disebut IPK adalah Tzin sebaga; akibat
penggunaan lahan pada Areal Penggunaan Lain (APL) / Kawasan Budidaya Non
Kehutanan (KBNK) yang- telah dibebani izin dibtdang tlansmlgrasl dibidang
perkebunan dar dibidang pertambangan. ,

6. Areal Penggunaan Lain (APL) / Kawasan Budidaya Non I(ehutanan (KBNK) adalah
hutan negara ' yang Mpkan ‘berdasarkan - Keputusan  Menteri Kehutanan

tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi menjadi bukan
- kawasan hutan.

7. Bagan Kerja Tahunan (BKT) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah rencana kerja
yang dilakukan oleh pemegang izin dan berlaku maksimal selama 12 (dua befas)
bulan atau sampai berakhimya izin IPK.

8. Areal Kerja adalah areal yang dibebani Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

el A e
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9. Izn Pemasukan dan Penggunaan Peralatan adalah izin untuk setiap peralatan
yang akan dimasukkan dan digunakan dalam areal kerja.

10. Perpanjangan Izin Penggunaan Peralatan adalah izin untuk setiap peralatan yang
telah berada datam areal kerja dan akan digunakan kembali dalam areal kerja

yang bersangkutan untuk periode berikutnya.

11. Pemegang Izin adalah Perorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
Badan Usaha Millk Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik. Swasta Indonesia
(BUMSI) yang diberi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

12. Pembukaan Wilayah. Hutan (PWH) adalah. keglatan pembukaan hutan untuk
menyiapkan operasional penebangan pada ta3hun pertama.

13. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diseratil tugas dan tanggung b di

o ‘bidang kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota. Jaecb d

14. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adaleh pungutan yang dikeluarkan sebagai
pengganti nilai intrinsik dart has!l hutan yang dipungut oleh hutan negara.

15. Dana Rebolsasi (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang Izin Usaha
Pemanfaatan Hasll Hutan-darl hutan alam yang berupa kayu, digunakan dalam
reboisasi, rehabilitasi hutan serta keglatan pendukungnya.

BAB II
JENIS PERALATAN DAN JENIS IZIN PERALATAN

Pasal 2

Jenis peratatan ;mng harus mendapatkan zin untuk kegiatan IPK meliputi :

a. Alat yang digunakan untuk Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) dan Alat yang
- digunakan untuk Produksi ‘yaltu traktor, grader, dump-truck, shovel, skidder,
excavator, skyline, log-loader, logging truck, crane, locomotive, dan helicopter.

;b Alat yang digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon yaitu

gergafi rantal (chainsaw). |
' .~ Pasal 3

“Jenis Izin peraiamn mehputt

a. [zin Pemasukan dan Penggunéan Peralatan,
b. Perpanfangan Izin Penggunaan Peraiatan.

Pasal 4
Pemohon yang dapat mengajukan permchonan lzin pemasukan dan penggunaan

peralatan setrta perpanjangan izin penggunaan perslatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 yaitu pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).
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BAB I
PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN PEMASUKAN
DAN PENGGUNAAN PERALATAN
Bagian Kesatu
Persyaratan Permohonan
Pasal 5-

Persyaratan permohonan untuk pemohon sebagaimana dimaksud dalam. pasal 4

a. Keputusan persetujuan pembetian izin Pemanfaatan Kayu (IPK);

b. Surat Keterangan asal usul alat yang dibukiikan dengan invoice/faktur pembelian
peralatan apabila peralatan tersebut millk sendiri-atau bukti surat keterangan sewa
meiyewa atau plnjem meniinjam apabila peralatan tersebut bukan milik sendiri;

¢. Pertimbangan teknis darl Kepala Balal Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produkesi
(BP2HP) Wilayah XV Makassar yang berisi jenis alat, jumiah alat, spesifikasi alat
(nomor chasis, nomor mesin, tahun pembuatan) dan hasil perhitungan kebutuhan

d. Persetujuan AMDAL, UPL/UKL. - :

Pasal6 - :

Permohonan Izin. Pemasukan dan Penggunaan Peralatan sebagalmana dimaksud

dalam pasal 3 huruf a diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas Kehutanan

Provinsi dengan tembusan kepada : _ . : .

a. Kepala Balal Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah XV
Makassar; : :

b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 7

(1)Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah XV

Makassar melakukan penilalan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud
“dalam pasal 5 dan kebutuhan optimal peraiatan dalam waktu 15 (fima. belas) hari
kerja sefak diterimanya permohonan. - -

melengkapi persyaratan administrasi yang belum terpenuhi.

(3)Dalam hal pemohon telah memenuhl persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5 maka Kepala Dinas Kehutanan Atas Nama Gubemur menerbitkan
Keputusan Izn Pemasukan dan penggunaan Peralatan, dengan salinannya
disampaikan kepada : }

a. Direktur Jenderai oq. Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam (BPHA);
b. Kepala BP2HP Wilayah XV Makassar;

. - Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
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Pasal 8

(1) Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan di ngka sefama
12 (dua belas) bulan. berflan untuk ja wakty

(2) Perpanfangan Lzin Penggunaan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat
dibeﬁkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinst untuk jangka waktu malatzl?ttaa?g
(enam) bulan dan dapat diperpanjang kembali. .

(1)Selambat-tambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diter salina

_ d‘“‘aw dalam pasal 7 pemegang izin harus melaporkan. kepada Kepala Dinas

n Provins bahwa peralatan telah dimasukan ke dalam areal kedanya, -

(2)Kepala Dinas Kehutanan Provinsi membentuk Tim dengan melibatkan Dinas yang

membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota untuk memeriksa jumlah dan  jenis
_ peralatan yang tefah dimasukan tersebut dan hasilnya dituangkan Berita
Acara Hasll Pemeriksaan. R dalam
(3) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pemasukan Peralatan sebagaimana dimaksud
%a;(Z) dilaporkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi kepada BP2HP \Mm
akassar. S

(4)Apablla - berdasarkan hasll pemeriksaan pemasukan peralatan sebagaimana
__ dimaksud pada ayat (3) temyata jumiah maupun jenis peralatan yang dimasukan
lebih besar dan atau tidak sesuai dengan yang tertera dalam zin, maka kedebihan
- peralatan tersebut dikeluarkan darl areal kerfa pemegang tzin, disertai dengan
_Berita Acara yang diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.
(5)Dalam hal jumlah maupun jenis peralatan yang dimasukan tidak sesuai
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyangkut spesifikasi (nomor chasls:
nom_ormesln, tahun pembuatan) pemiohon mengajukan revisi kepada Kepala Dinas
Provinsi untuk menerbitkan Keputusan Revisl Izin Pemasukan dan Penggunaan

(6)Apabila berdasarkan hasil pemerikaan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) temyata jumiah maupun jenls pesalatan dimasukan kurang dart
?ﬁeradaklg;n izin, maka Izin Pemasukan dany::ngggunaan Peralatan dapat:eagg
leakl.l N L -

' ‘B'ag‘iéhi(‘edu'a' ‘
Perpanjangan Izin Penggunaan Peralatan
Pasal 10°

(1) Perpanjangan.izin penggunaan peralatan diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan
Provinsl, apabila pemegang izin memperoleh perpanjangan IPK.
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(2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
- oleh pemohon kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi selambat-lambatnya 2
(dua) bulan sebeium Izin berakhir, dengan tembusan :
a. Kepala BP2HP Wilayah XV Makassar;

b. Kepala Dinas KabupateryKota. e

(3)Permohonan: perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditengka
’ dengan . o

a. Kepuhusan persetujuan Perpanjangan zin Pemanfaatan Kayu (IPK);
b. Keputusan tentang pemberian Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan;
C. Bukti pe!unasan semua kewaﬁbmvpembayawn PSDH dan DR.

pasinn |
(1) Kepala Dinas Kehutanan - Provinsi memberikan KepUtuSan Perpanjangan Izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dengan terlebih dahulu
melakukan pemeriksaan  di lapangan yang menyangkut jenis, jumiah dan
$pesifikasi peralatan dan dituangkan daiamvBerﬂa Acara Pemeriksaan. -
(2) Dalam hal spesifikasi alat telah berubah seperti nomor chasis dan nomor mesin

sebagai akibat adanya perbaikan atau rekondisi peralatan dan bukan pemasukan

( peralatan baru, maka perpanjangan izin dapat diberikan. o
(3) Dalam hal ditemukan alat yang spesifikasinya berbeda atau jumlahnya mielebihi
dari izin yang diberikan, maka kelebihan peraiatan tersebut dikeluarkan dari area!
kerja dan dibuatkan Berita Acara Pengeluaran Peralatan.. S
(4) Salinan keputusan perpanjangan iin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada : N
a. Kepala BP2HP Wilayah XV Makassar;
b. Kepak Dinas Kabupaten/Kota. ,
PENGGUNAAN GERGAJI RANTAL (CHAINSAW)
Penggunaan gergaji fantal sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b untuk kegiatan IPK
berpedoman pada Keputuson Menteri Kehwtanan Nomor 531/Kpts-11/1995 tanggal 4
Okwwber 1995 tentang Pelaksanaan Penjualan, Pemiilan dan Penggunaan Gergaji
BAB V
PENGHAPUSAN PERALATAN
Pasal 13 N
(1) Setiap peralatan yang rusak dan tidak dipergunakan iagi dalam kegiatan IPK harus
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tembusan Kepada Dinas Kabupaten/Kota untuk proses penghapusan.

(2) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi didampingi Dinas ;
evaluasi peralatan di  lapangan dan mnkm Pengtmmm
Peralatan yang nisak darf lzin Penggunaan dan Pemasukan Peralatan,

(3) Dalam hal pemegang izin mengajukan permohonan penggantian t
W dimaksud pada ayat (1), maka Keputusan Kepala oﬁ’&"’u&‘&“
Provinsi  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampirken dalam

| De"mlmaj :' pemasukan dan perggunaan peralatan sebagaimana diatur dalam

~ HAK, KEWAIIBAN DAN LARANGAN
o  Pasal 14 |
megang tzZin pemasukan dan penggunaan peralatan mempunyasi hak sebagai

1. Memasukkandanmmumkan ' j

2 daﬁpejabatvazgy peratatan ke areal kerfa setelah mendapatkan izin
. Melaksanakan kegiatan penebangan kayu sesuai dengan Izin diberikan,

3. l%laksanakan kegiatan pengangkutan, pengolahan dan agsg pemasaran hasil
hutansmaidengarllnebemanyangbedaku.

Pasal 15

wwg&?mmmmnmwaﬁbWWn

“L mmmm hasﬂ‘m:tanya’k‘agyumy:ngk;.dpmduw sesuai dengan

% o i o e o ey eaaan Yorg e dignaion
Kabupaten/Kota dan Kepala BPZHP Wilayah XV Makassar. |

Pasal 16

Pemegang izin pemasukan dan penggunaan peralatan dilarang :
ng :
1. Memasukkan dan menggunakan peralatan ke areal k i j
: vl erjanya tanpa izin dari pejabat
. Melakukan penebangan di luar areai/blok kerja yang telah d
. ttetapkan.
3. Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Pl
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BAB VII
PELAPORAN

Pasal 17

Gubermur ¢.q. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi membuat dan menyampalkan laporan
kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan Direktur Jenderal Bina Produksl
Kehutanan mengenal pemberian izin pemasukan dan penggunaan peralatan.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 18
Dinas Kehutanan Provinsi bersama Dinas Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan penggunaan peratatan,

BAB IX

SANKSI

Pasal 19

Pemegang izin dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan
di lapangan apabila afat yang dimasukian tidak sesual spesifikasinya atau jumiahnya
melebihi dari izin yang dibesikan.

B8AB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubemur
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawes! Tenggara.
Ditetapkan di Kendari

— Pada _8.2
PARAF KOORDINASI 4, tanagal 31 - 8 - 2009

NOJ URIT SATUAN KERJA [ PARAF f GUBERNURQI.\AWESI TENGGARA,

ficten B i d; )
Opac Kevtpnan | : o
Qipp  HOgues 13 -t
4 M Vs
5
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H. NUR ALAM
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i
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Diundangkan di Kendari

Pada tanggal 31 - 8 - 2009
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
suLA TENGGARA,

H. ZATNAL ABIDIN
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2009
NOMOR 55
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